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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menenmanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang scbaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagn Maha Melihat
(QS. An Nisaa® - 58)°

" Khadim al Haramain asy Svarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn * Abd al *Aziz
Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Araba, A7 O ‘an dars Terpematme, Mujamma’ Khadim al
Haraman asy Syarifain al Malik Fahd i thiba'at Mush-hal asy Syarif {Komplek Percetakan Al
Our'an Khadim al Haraman asy Syanfain Raja Fahd), Medinah Munawwarah, (411 H, hal 128
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RINGKASAN

Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUD 1945
yang disakralkan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi Setelah
reformasi, konstitusi dalam arti UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam satu
rangkaian 4 (empat) tahap, vaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah
satu perubahan dari UUD 1945 yaitu dengan telah diadopsinya prinsip-prinsip
baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of power) dan checks and balances sehagai pengganti
sistem supremasi parlemen,

Oleh karena itu, dalam Pasal 24C perubahan ketiga. UUD 1945
dimasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konstitusi
negara Indonesia sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya
dengan organ konstitusi lainnya. MK merupakan lembaga pemegang kekuasaan
kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung
(MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Untuk memahami
peran yang dilakukan oleh MK, maka harus dikaji dengan komprehensif
kewenangan-kewenangan vang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga im.
Pasal 24C ayat (1) menyebutkan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir dimana putusannva bersifat final. Dari ketentuan
tersebut berarti MK bersifat tunggal, tidak mempunya peradilan dibawahnya dan
tidak merupakan bawahan dan lembaga lain. Hal 1 sangat berbeda dengan MA
yang mempunyai peradilan-peradilan dibawahnya dan merupakan puncak dan
peradilan-peradilan tersebut

Didalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka MK
diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD
1945 vang kemudian dipertegas dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Sebagai sebuah kebijakan, munculnya MK  scbagai
lembaga yudikatif di Indonesia memiliki resistensi vang cukup sigmfikan dalam
sistem ketatanegaraan. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf
b UU No 24 Tahun 2003 memberikan kewenangan kepada MK untuk

menyelesatkan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dalam Ketentuanya,

Xn
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pihak yang dapat mengajukan permohonan pada MK adalah lembaga negara yang
mempunyal kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan,
dan lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Satu persoalan yang muncul disini, ketika dalam Pasal 65 UU 24 Tahun
2003 disebutkan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan antarlembaga negara. Hal ini jelas merupakan bentuk penyimpangan
atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 sebagai
konstitusi negara, disisi lain hal ini akan memunculkan interpretasi bahwa MA
sebagal lembaga negara memiliki keistimewaan tersendini vang tidak bisa
tersentuh  hukum bahkan dibandingkan lembaga kepresidenan dan ironisnya
ketentuan hukum tidak menjelaskan alasan MA memiliki keistimewaan tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertanik untuk mengkaji dan
menganalisis lebih lanjut beberapa persoalan tersebut dalam bentuk skripsi
berjudul: Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sengketa Kewenangan
Antarlembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi dapatkah MA
dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara,
konsistensi Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta kendala dan solusi yang dihadapi
dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini secara umum adalah
guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sanana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai
adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut

Tipe penelitian dalam penulisan sknipsi ini adalah peneliian normatif atau
doktninal, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan
terdin dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Selurubh bahan
hukum yang terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah kemudian

dikap menggunakan metode analisis presknptif’

Xl
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Bedasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu kesimpulan bahwa,
berdasarkan kedudukan serta kewenangan MA baik yang diatur dalam UUD 1945
maupun UL No.14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa MA termasuk dalam kekuasaan
yudikauf dan merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman vang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka MA berhak berperkara di MK
karena MA merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya dibenkan
oleh UUD 1945, Dengan kata lain MA berhak menjadi pihak atau subyek hukum
dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara

Berdasarkan konsiderans dan dasar hukum yang termuat dalam UU No. 24
Tahun 2003, mengacu pada teori pengelompokan norma-norma hukum dalam
suatu negara yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, konsep jenjang norma
hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yakni Stufenbau Theori, serta
memperhatikan kedudukan UU No. 24 Tabhun 2003 dan UUD 1945 dalam tata
urutan/hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004,
maka Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa MA tidak dapat
menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara bertentangan
atau inkonsisten terhadap Pasal 24C avat (1) UUD 1945_ karena sebagal peraturan
yang lebih rendah Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tersebut tidak memiliki
landasan dan konsep hukum yang jelas, serta menyimpangi UUD 1945 sebagai
Staatsgrundgesetz,

Kendala pelaksanaan ketentuan Pasal 65 UL No, 24 Tahun 2003 meliputi
2 (dua) hal, yaitu: (1) Kendala Yuridis, merupakan kendala yang berkantan dengan
substansi perundang-undangan, dalam hal ini UL No. 24 Tahun 2003 khususnya
pasal 26. Konsepsi MA dalam pasal tersebut tidak jelas dan tidak rinci, sehingga
menimbulkan perbedaan dalam rumusan kalimat antara Pasal 65 Ul No. 24
Tahun 2003 dengan UUD 1945, dan berakibat adanya ketdakpastian hukum
(recht onzekerheid). Solus) dan kendala tersebui adalah Judicial review UU No.
24 Tahun 2003 khususnya Pasal 65 dengan lebih mendasar dan esensial: (2)
Kendala Implementasi, merupakan kendala dalam pelaksanaan suatu perundang-
undangan Kendala pelaksanaan Pasal 65 ULl No 24 Tahun 2003 adalah

tereduksinya kewenangan MK dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara,
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nuansa khusus sengketa kewenangan antarlembaga negara, yaitu nuansa politis
yang sangat kental, variatif corakmya dan kompleks problematikanya. vang
berakibat judicial review dijadikan sebagai enfry point untuk pengajuan perkara,
sehingga putusan yang dikeluarkan oleh MK terkadang melampaw dan hal yang
diajukan dan diminta (ultra petitah). Solusi dan kendala tersebut adalah eksistensi
MK sebagai lembaga vang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa
kewenangan lembaga negara harus lebih dimaknai sebagai kewajiban untuk
mewujudkan free trial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1)
Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk
menjadi  pihak dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara
sehaiknya dibapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan diskriminatif, (2)
Sctiap lembaga negara scharusnya membatasi dint masing-masing untuk
melakukan dan tidak melakukan sesuatu di luar ketentuan konstitusi demi
terlaksananya pola hubungan cheks and balances antar lembaga negara, (3) Perlu
dibuat aturan yang mengatur secara terpeninci dan tegas mengenai lembaga negara
vang dapat menjadi pihak (subvek hukum) dalam sengketa kewenangan
antarlembaga negara,

X%



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

Halaman

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

HALAMAN PERSETUJUAN . i

HALAMAN PENGESAHAN —

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

HALAMAN RINGKASAN ...

HALAMAN DAFTAR IS1

rrrrr

HALAMAN DAFTAR TABEL

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...........

BAB I. PENDAHULUAN it ciiinianiniaiasn
I 1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah . .
1.3 Tujuan Penelitian ...............
1 4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penclitan
1.4.2 Pendekatan Masalah
1.4.3 Sumber Bahan Hukum
I.4.4 Analisis Bahan Hukum
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Timjavan Umum Konstitusi
2 1.1 Pengertian Konstitus
2.1 2 Perubahan LJUD) 1945
22 Timjavan Umum Lembaga Nepara

221 Pengertian Lembaga Negara

B s Lt T TP P

iiiii

L L L T ree—

2.2.2 Lembaga Negara Berdasarkan Pembentukannya

Xvl

ii
ii

v



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2.3 Hubungan Kelembagaan Negara................ooiiini. 22
2.3 Tinjauan Umum Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ..., 27
2.3.1 Pengertian Kewenangan Lembaga Negara ........................ 27

2.3.2 Sengketa Kewenangan [Lembaga Negara .................... 29

BAB 3. PEMBAHASAN .. : AvsbEaRian s ank 32
3.1 Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sengketa Kewenangan ‘
AMArlembagI NePata ... .o con sy | A2 |
3.1.1 Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Kelemba- |

SASYE NIRRT i D O R
3.1.2 Kedudukan Mahkmah Agung dalam Sengketa Kewe-
........................................... 40
3.2 Konsistensi Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahka-

mah Konstitusi terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.............. 43
3.3 Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun

nangan Antarlembaga Negara

2003 tentang Mahkamah Konstitusi...._...............ccccvivinne. 48
3.3.1 Kendala Yundis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 65 UU

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi............ 49
3.3.2 Kendala Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 65

UL No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..... 53

BAR 45 B RN L P i as i i i isis s tisbianib i s bbb arss 60
I T T e SRR L e T . O
B A Ty R nee M S Y AN A

DAFTAR BACAAN PRER I e - XX

LAMPIRAN ..rivnrccnincercseesenes - . XXiv

X¥Il


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR TABEL

Daftar tabel dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:
Tabel 1. Pemegany Kekuassan NEgar...........ccom it - 23

xviil



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam sknipsi in1 antara lain sebagai benikut:
Lampiran |. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK./2006 tentang
Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional

Lemabaga Negara

Xix



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses sejarah yang telah terjadi di negara Indonesia menunjukkan bahwa
pelaksanaan gagasan Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) bukannya
negara kekuasaan (machstaat) ternyata hanvalah jargon-jargon yang digunakan
untuk mendapatkan kekuasaan semata Bangsa Indonesia juga telah merasakan
bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUID) 1945 cenderung
melahirkan pemerintahan vang otoriter.' Semangat untuk ingin berubah
sebagaimana reformasi pada tahun 1998 pada dasarnya telah menuntut perubahan
paradigma yang ada selama ini. Reformasi yang dikehendaki adalah terjadinya
suatu usaha yang menyeluruh dan terus menerus untuk merubah paradigma
kekuasaan menjadi paradigma hati nurani dan akal budi, dimana tujuan akhirnya
adalah terciptanya sebuah masyarakat vang demokratis, berkeadilan sosial.
sejahtera, aman damai, dan dijumungnya harkat dan martabat manusia secara
beradab.”

Reformasi telah membuka peluang perubahan mendasar atas UUUD 1945
yang disakralkan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi. Setelah
reformasi, konstitusi dalam arti UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam satu
rangkaian 4 (empat) tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah
satu perubahan dan UUD 1945 yaitu dengan telah diadopsinya prinsip-prinsip
baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of power) dan checks and balances sebagai pengganti
sistem supremasi parlemen.

Prof Dr. Jimly Asshiddigie, S.IL' menyatakan bahwa dan semua
perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945, dapat dilihat dengan jelas
perubahan sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Seperti pada wujud

kedaulatan rakyat yang selama ini (sebelum perubahan) dijelmakan pada Majelis

' Moh. Mahfud M.D., Demokrasi dan Konstimsi di Indonesia, Liberty, Youyekana, 2000,
hal 141

*M Fajar, Refomas: Konstitusi dalom Measa Paradigmaiik, In-Trans, Malang 2003, hal

]
3

' Pakar hukum Tata Mepara sekaligus menjabat sebagal Ketua Mahkamah Konstitus:
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Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai suatu lembaga tertinggi negara sekaligus
pemegang seutuhnya kedaulatan rakyat, yang nantinya kedaulatan atas kekuasaan
tersebut dibagikan kepada lembaga-lembaga dibawahnya yaitu lembaga tinggi
negara (distribution atau division of power). Pada perubahan UUD 1945,
kedaulatan rakyat tersebut dibagikan secara horizontal dengan memisahkannya
pada kekuasaan-kekuasaan (separation of power) sebagai suatu lembaga-lembaga
negara yang sederajat dan saling membatasi (power limit power), serta saling
mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and halances.’

UUD 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada lembaga-
lembaga negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut sangat mungkin akan
terjadi dimana satu lembaga negara menggunakan kewenangannya melampaui
batas kewenangan yang diberikan sehingga melanggar kewenangan lembaga lain.
Dengan adanva perubahan UUD 1945, hubungan antar lembaga negara
diposisikan secara fungsional, dan tidak secara hierarkis, maka diperlukan sebuah
lembaga yang secara final dapat memutus perselisihan kewenangan antarlembaga
negara '

Oleh karena itu, dalam Pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945
dimasukkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Konstitusi
negara kita sebagar organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya
dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi MK telah dilembagakan berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomeor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus: sejak
tanggal 13 Agustus 2003, Tlal im disahkan dengan adanya ketentuan Pasal 24C
ayat (6) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Pengangkatan dan pemberhentian
Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lannya tentang Mahkamah
Konstitusi diatur dengan undang-undang " Oleh karena itu, sebelum MK dibentuk
schagaimana mestinya UU  tentang MK  terlebth dahulu  ditetapkan  dan
diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik

+ Timly Asshaddiqie, Formal Kelembageaem Negarn dan Pergeseran Kebwsaan dalam
LUy 1945, FI1 UL Press, Yogyakarta, 2005 hal 1]

: Sebelumnya peran ini dilakukan oleh Majelis Permusyawarntan Rakvat (MPR) sebagmi
sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakvat vang omeripodent, yang berwenang untuk

melakukan apa saja termasuk didalamnya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul antar
lembaga nepara,
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316,

MK merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman vang baru
berdiri tanggal 17 Agustus 2003 yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan
Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Untuk memahami peran yang dilakukan oleh MK, maka harus dikaji dengan
komprehensif kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada
lembaga ini. Pasal 24C ayat (1) menyebutkan bahwa MK berwenang untuk
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final.
Dan ketentuan tersebut berarti MK bersifat tunggal, tidak mempunyai peradilan
dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dan lembaga lain. Hal im sangat
berbeda dengan MA vang mempunyai peradilan-peradilan dibawahnyva dan
merupakan puncak dari peradilan-peradilan tersebut.

Didalam menjalankan perannya sebagai penmjaga konstitusi, maka MK
diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD
1945 yang kemudian dipertegas dalam UU No. 24 Tahun 2003 yang menentukan
bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewecnangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil
pemilu, memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa
Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penvuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD.°

Sebapai sebuah kebijakan, munculnya MK sebagai lembaga yudikatif di
Indonesia memiliki resistensi yang cukup signifikan dalam sistem ketatanegaraan.
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun
2003 membenkan kewenangan kepada MK untuk menyelesatkan sengketa
kewenangan antarlembaga negara Dalam ketentuanya, pihak vang dapat
mengajukan permohonan pada MK adalah lembaga negara yang mempunyai

kepentingan langsung terhadap kewenangan vang dipersengketakan. dan lembaga

" Lihat Pasal 24 C avat (1) dan {2} UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
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tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 19457 Jika dikay dengan teliti,
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD telah disebutkan
secara tegas dalam UUD 1945, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR,
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Kementrian Negara, Pemenmntahan
Daerah, MA, MK, Komisi Yudisial (KY), Badan Pemenksa Keuvangan (BPK),
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI, Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Satu persoalan yang muncul disini, ketika dalam Pasal 65 UU 24 Tahun
2003 discbutkan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan antarlembaga negara. Hal ini jelas merupakan bentuk penyimpangan
atau inkonsistensi peraturan perundang-undang terhadap UUD 1945 sebagai
konstitusi negara, disisi lain hal ini akan memunculkan interpretasi bahwa MA
sebagai lembaga negara memiliki keistimewaan tersendiri vang tidak bisa
tersentuh hukum bahkan dibandingkan lembaga kepresidenan dan iromisnya
ketentuan hukum tidak menjelaskan alasan MA memiliki keistimewaan tersebut.

Implikasi atas inkonsistensi imi tidak akan terasa jika MA tidak
bersengketa dengan lembaga negara yang lain. Faktanva, ketika kita melihat
konflik yang muncul antara MA dengan KY., maka penyelesaian sengketa tersebut
sampail saat 1m belum ditemukan karena tidak ada aturan hukum formal yang
menentukan  bahwa MA dapat menjadi pthak dalam sengketa kewenangan
antarlembaga negara.

Konflik tersebut telah menjadi pemberitaan dan perbincangan yang
menarnk untuk dicermati. Sejak Republik Indonesia berdin, konflik antar lembaga
bidang hukum im merupakan konflik yang paling lama dan rumit yang pernah
terjadi. Jika ditelurusi, konflik tersebut dimulai sejak awal Januari 2006 yakni
penolakan Bagir Manan selaku Ketua MA atas permintaan KY yang hendak
memeriksa Hakim Agung Hanfin A Tumpa berkaitan dengan perkara eksekusi

(Gedung Arthaloka yang dimlai bermasalah. Bibit perseteruan makin bersemai

" Lihat Pasal 61 aval (1) ULl No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
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ketika Bagir Manan menolak memenuhi panggilan KY terkait perkara dugaan
penyuapan yang dilakukan oleh Probosutedjo.”

Pada saat kontroversi pemanggilan Bagir Manan belum usai, KY
didampingi Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, menyampaikan usulan
untuk menyeleksi ulang seluruh hakim agung. Usulan tersebut disampaikan
kepada pemerintah, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya
merestui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
tentang seleksi ulang hakim agung. Dukungan serupa juga datang dan pimpinan
MPR, DPR dan pihak lain yang sclama ini menginginkan reformasi di tubuh
peradilan.’

Konflik semakin bertambah ketika beberapa media memberitakan bahwa
KY mengeluarkan informasi 13 Hakim Agung yang dianggap bermasalah.
Pemberitaan tersebut menyulut kemarahan MA dan ujungnya beberapa Hakim
Agung melaporkan Ketua KY, Busyro Muqodas ke Kepolisian dengan tuduhan
mencemarkan nama baik. Laporan tersebut ditanggapi oleh KY yang menyatakan
siap melapor balik "

Bukan hanya menggugat KY, MA juga menggulirkan gagasan agar KY
diseleksi ulang. Disampaikan Djoko Sarwoko selaku juru bicara MA, salah satu
alasan yang mendasan pemikiran tersebut adalah pengumuman nama hakim yang
dikatakan bermasalah. Padahal pemenksaan vang dilakukan KY belum selesai
bahkan ada yang sama sekali belum diperiksa. Hanya saja, mengenai pagasan
seleksi ulang tersebut, Djoko vang juga selaku hakim agung menyatakan jika hal
tersebut masith wacana dan akan dibicarakan di tingkat pimpinan MA
Menanggapi hal tersebut [rawady Joenoes, selaku anggota KY mempersilahkan
pihak-pihak yang menginginkan agar KY diseleksi ulang. Tentu saja hal tersebut

harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum, '

* Emerson Yuntho, Konstitusi No. 16 Edisi September-Oktober: Pengawasan Hakim
fAgung) Miftk Siapa?, Sekretanat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI), Jakarta, 2006, hal, 10

" Suara Merdeka 9 Januari 2006, MK Siap tangam Kisruh KY dan MA, diakses melalui
S waww siramerdeko oo tanggal 27 Januart 2007

" Op it Emerson Yuntho, hal 10.

' Suara Merdeka 27 Pebruari 2006, MA Serang Balik KY. diakses melalui
hitp (fwoww suaramerdeka com taneeal 27 Japuan 2007
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Jika kedua belah pihak berkeinginan menyelesaikan sengketa tersebut
lewat jalur informal, maka MA dan KY harus duduk bersama. Tetapi jika memilih
jalur formal yuridis, masalah sengketa kewenangan kedua lembaga tersebut dapat
dibawa ke MK. Jimly Asshiddigie mempersilahkan kedua belah pihak
menentukan sikap dan duduk bersama. Jika memang akan dibawa ke sengketa
kewenangan antar lembaga, MK akan siap menangani,

Meskipun ada kesiapan untuk menangani. Jimly menyatakan MK tidak
bisa aktif meminta kedua belah pihak membawa kasus tersebut ke sidang
konstitusional. Sepenuhnya tergantung kepada kedua belah pihak. Jika ada salah
satu pihak yang mendaftarkan permohonan, MK berwenang memaksa pihak lain
untuk datang ke ruang sidang Hanva saja, Jimly berharap KY dan MA bisa
menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama, "

Perkembangan selanjuinya adalah seleksi ulang hakim agung yang
diusulkan oleh KY tidak terealisasi, secara otomatis Perppu juga tidak terbentuk.
Ironisnya, penyelesaian sengketa tersebut diakhini dengan peninjauan kembali UU
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial'' oleh MK atas permohonan yang
diajukan MA bulan Maret 2006, salah satu maten judicial reviewnya adalah Pasal
20 yang mengatur kewenangan KY dalam pengawasan hakim agung”, dengan
hasil akhir Pasal 20 tersebut dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas
Perkara No. 005/PUU-IV/2006." Menurut penulis hal ini sangat sarat akan unsur
politis dan perlu dikaji secara komprehensif. Berdasarkan hal diatas, penulis
tertarik mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan ini dalam judul
“KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM  SENGKETA
KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI™.

" Suara Merdeka 9 Januari 2006, MK Siap Tangani Kisruh KY dan MA, diakses melalui
hitpfwoww suaramerdeka com. tanggal 27 fanuan 2007

" Ihid

o Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 agustus 2004 dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415,

"* Lihat Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

' Lihat Putusan Mahakamah Konstitusi atas Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006,
Pengujian 111 Nomor 22 Tahun 2004 teriang Komisi Yudisial Pengujion U Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhoddap U 1945 Sekretanat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1.

L

Apakah Mahkamah Agung dapat menjadi phak dalam sengketa
kewenangan antarlembaga negara?

Bagaimana konsistensi Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24 C ayat (1) UUD 19457

Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 65 UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pula
solusinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagal suatu karya 1lmiah maka skripsi mempunyai tujuan yang hendak

dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah:

1.

Untuk mengetahu dapat tidaknya Mahkamah Agung menjadi pihak dalam

sengketa kewenangan antarlembaga negara.

2. Untuk mengetahw konsistensi Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945,
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 65 UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan karya tulis yang

bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar

sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, vaitu tipe penelitian,
pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Peneclitian

Untuk memamin kebenaran dan pertanggungjawaban ilmiah dalam

penehitian 1m, maka tipe penehitian vang digunakan dalam penuhsan sknpsi 1m
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adalah penelitian normatif atau dokirinal yaitu suatu penelitian yang dilakukan
untuk menemukan dan mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna mnjawab isu hukum vang dihﬂdﬂpi_”

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap fegal
issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang
digunakan, Jika cara pendekatan tidak tepal, maka bobot penehitian tidak akurat
dan kebenarannya dapat digugurkan.'® Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitan hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).'” Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian
skripsi ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (statue approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi vang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani ™’

b. Pendekatan konseptual (conceprual approach)

Pendekatan konseptual beranjak dan pandangan-pandangan dan doktnin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajan pandangan
dan doktrin dalam limu hukum, peneneliti akan menemukan ide-ide yang
melalirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-sas
hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.”’

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam peneliian adalah subyek darimana bahan
hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang
ada. Seluruh bahan yang terangkum dalam sknpsi mm terbagi dalam 2 (dua)

macam, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

'" Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, hal 25

"* Johny lbrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normartif, Bayumedia Publishing,
Malang, hal 137

" Op. Cit, Peter Mahmud Marzuki, hal 93

' Ihidd

! Ihid . hal 95
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a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat auforitatif
atau mempunyai otoritas.” Bahan-bahan hukum primer terdini dari peraturan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.* Dalam penyusunan
skripsi im penulis menggunakan UUD 1945 terutama pasal 24 C ayat (1) dan
pasal 65 ULl No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua
publikasi temtang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum termasuk on/ine dan komentar-komentar para ahli hukum atas
putusan pengadilan **
1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan merupakan proses menemukan jawaban
dari pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum vang terkumpul tersebut kemudian
disusun sccara sistematis dan terarah, serta dianalisa dengan metode preskriptif.
Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau vang
sudah ada, sehingga vang dihasilkan oleh peneliian hukum meskipun bukan
merupakan asas hukum yang baru atau teori yang baru, namun paling tidak adalah
sebuah argumentasi yang baru. Bertolak dar argumentasi itulah akan diberikan
preskripsi, sehingga presknpsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau
angan-angan kosong

* Ibid _ hal 141

3 thid

 fhied _hal 155

= Ihied _hal. 206-207.
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BAB 2 § T

o
-

TINJAUAN I’US‘]‘AI%\JE?%%. ! i X UPT PERPUSTAKAAY
:

UNIVERSITAS JEM BER

2.1 Tinjauan Umum Konstitusi
2.1.1 Pengertian Konstitusi

Menurut Wirjono Projodikoro istlah konstitusi berasal dan bahasa
Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang
dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan
negara. Sedangkan dalam bahasa Belanda discbut dengan “grondwei” dan dalam

bahasa Inggris dipakai istilah “constitution” **

1.J. Van Apeldoom membedakan
secara jelas antara istilah constitution dan grondwet. Grondwet (LIUD) adalah
bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constifution (konstitusi) memuat
baik peraturan tertulis maupun vang tidak tertulis.

Menurut para sarjana ilmu politik istilah constitution merupakan sesuatu
yang lebih luas, vaitu keseluruban dan peraturan-peraturan baik vang tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masvarakat”’ Miriam Budiardjo
mengartikan konstitusi sebagai suatu piagam yang menyatakan cila-cita bangsa
dan merupakan dasar organ kenegaraan suatu bangsa. Didalamnya terdapat
berbagar aturan pokok antara lain berkaitan dengan kedaulatan, pembagian
kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cila-cita dan ideologi negara, serta masalah
ekonomi.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 (liga), yaitu:

1. Die Politische verfossung als gesellschlaftlich wirklichkeit. Konstitusi
merupakan cerminan kehidupan politik didalam masvarakat sebagai suatu
kenyataan. Sehingga dalam hal ini konstitusi mengandung pengertian
politis dan sosiologis.

2. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu
kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Sehinpga dalam hal im

konstitus: mengandung pengertian yuridis.

Jf Dahlan Thatb, Teors Hukum dan Konstiiur, Raya Grafindo, Jakana, 1999, hal 6,
= Minam Budiardjo. Dasar-faasar flmu Polink, Gramedia. Jakarta 1993 hal 45
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3. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah
sebagai suatu undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.”®
Penganut paham modem, C.F. Strong dan James Bryce menyamakan

pengertian konstitusi dengan UUD. James Bryce berpendapat bahwa konstitusi
merupakan kerangka negara yang diorganisir melalm hukum, dimana hukum
menetapkan: 1. pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen;
2. fungsi dari alat-alat kelengkapan; 3. hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.
C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut, ia mengartikan konstitusi sebagai suatu
kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan: 1. kekuasaan pemerintahan dalam
arti Inas; 2. hak-hak dari yang diperintah; 3. hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah (menyangkut didalamnya masalah hak asasi manusia).”

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruban sistem
ketatanegaraan dan suatu negara berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur, atauw memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Peraturan vang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat /egal maupun

non legal. ™

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian konstitusi diatas,
dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian konstitusi meliputi Konstitusi Tertulis
(Written Constitution) dan Konstitusi Tidak Tertulis (Tnwritten Constitution), hal
ini dapat diartikan seperti halnya Hukum Tertulis (Geschreven Rechi) yang
termuat dalam undang-undang dan Hukum Tidak Tertulis (Ongeschreven Recht)
yang berdasar adat kebiasaan.

2.1.2 Perubahan UUD 1945

Russel F. Moore dalam bukunya Modern Constitution menyatakan bahwa
negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam
konsep pemenntahannya menggunakan konstitusi atau UUD sebagai norma
hukum tertinggi. Negara yang konstitusional diilustrasikan sebagai lembaga
negara yang mempunyai fungsi normatif tertentu, yang pada umumnya dapat
dilihat dari materi konstitusinya: Pertama, adanya jaminan lerhadap hak asasi

* Moh. Kusnardr dan Harmaily Ibrahim Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
Pusat Studi Hukum Tata Negara {HTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal.
63,

* (Op.Cir.. Dahlan Thaib, hal. 12.

* Ihid . hal, 13-14
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manusia dan warganya; Kedua, adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.”’

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi secara historis dinilai sebagai
naskah UUD yang dimaksudkan bersifat sementara. Bung Kamo, Presiden
pertama Indonesia menyatakan bahwa UUD 1945 adalah revolutie grondwet dan
“UIUD kilat”, vang nantinya jika keadaan sudah normal dengan sendininya akan
diganti dengan UUD yang lebih sempurna.”> Sebagai hukum positif hasil revolusi
vang sifamya sementara, UUD 1945 dan seg isi dan proses penmyusunan antara
ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasannya masih banyak terdapat
ketidaksesuaian, bahkan materinya masih banyak pula yang tidak sesuai dengan
semangat demokrasi yang berkembang dewasa imi. Olech karena itu government
reform menjadi agenda utama semenjak era reformasi bergulir. Reformasi
konstitusi dapat dilakukan dengan penyusunan naskah UUD baru ataupun naskah
U'UD 1945 yang diubah melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga
nantinya dapat digunakan sebagai landasan baru yang sistematis dan utuh dalam
rangka mewujudkan hukum dasar yang yang menampung aspirasi ke arah sistem
ketatanegaraan yang diidealkan di masa depan.

Sistem ketatanegaraan ¢ Indonesia, dalam perjalanannya telah
diberlakukan beberapa konstitusi atau UUD, yaitu UUD 1945 yang berlaku antara
18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS) 1949 yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus
1950, UUD Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku antara 27 Desember 1950
sampai 5 Juli 1959, kemudian UUD 1945 yang berlaku kembali sejak Dekkrit
Presiden 5 Juli 1959, dimana sampai sekarang telah dilakukan amandemen
(perubahan) sebanyak 4 (empat) kali.

Secara umum prinsip perubahan konstitusi dapat diuraikan sebagai
berikut:

4. Sistem Amandemen

*! Taufiqurrohman Svahuri, Hukum Konstitusi. Proses dan Prosedur Perubahan Undang-
Undang di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstiius: Negara Lan di Dunia,
Ghalia Indonesia. Jakaria. 2004 hal 14-16

*2 Op Cit. Muhammad Yarmn dalam Jimly Asshiddiqie. Formar. . hal 5-6



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

Kata amandemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu “amandement ", dalam
bahasa Belanda disebut “amendement”, yang berarti usul umtuk merubah suatu
rencana UU* Istilah lain perubahan adalah pembaruan. Jadi pengertian
perubahan konstitusi dapat juga mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Amandemen Konstitusi (Constitution Amandement);
2. Pembaruan Konstitusi (Constitution Reform).

Secara umum, sistem vang dianut oleh negara-negara dalam mengubah
konstitusinya dapat digolongkan kedalam dua sistem perubahan. Pertama, apabila
suatu konstitusi dinbah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru
secara keseluruhan, schingga tidak ada kaitannya dengan konstitusi yang lama.
Kedua, sistem perubahan konstitusi, dimana konstitusi yang asli tetap berlaku,
sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum (sisipan)
dari konstitusi yang ash.

b. Jalur Yuridis dan Non Yuridis

Secara garis besar, konstitusi dapat diubah melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur Yurdis, artinya perubahan konsttitusi dilakukan sesuai dengan
ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat didalam
konstitusi dan mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

lain.

bd

Jalur Non Yuridis, artinya perubahan konstitusi biasanya terjadi karena sebab

tertentu  atau keadaan Kkhusus yang mendorong perubahan Kkonstiusi,

Perubahan demikian dapat berupa perubahan konstitusi secara total atau

sebagian kelentuan saja sesuai dengan kebutuhannya. ™

Jalur Yuridis ini oleh Jellineck biasa disebut dengan istilah vervassung wandiung.

sedangkan jalur non Yundis diseut dengan istilah vervassung anderung
Menurut Henc Van Maarseveen, perubahan konstitusi dapat dilakukan

melalui cara-cara, antara lain:

1. Dilakukan oleh badan legislatif, hal ini jarang dilakukan, karena mempunyai

resiko yang cukup besar. Negara-negara Eropa biasa menggunakan cara ini.

* wan Promadva Puspa. Kamus Hukwm Fdist Lenghkap Bahasa Belandn Indonesia
Inpgris, Aneka Hmu. Semarang, 1977, hal. 64

"_" p i, Taufigurrohman Svahurt, hal 4346

* Resume Kuliah Hukum Tata Negara oleh Hj. Endang Kartika S H.. Pengajar mata
kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Jember
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7. Dilakukan oleh hakim melalui proses peradilan, dilakukan dengan judicial
review.
3. Dilakukan melalui interpretasi hukum, hal ini sering terjadi dalam prakiek
pemerintahan suatu negara.
KC. Wheare mengelompokkan perubahan konstitusi menjadi 4 macam
cara yaitu:
|. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces), sebenamya
bukan merupakan cara perubahan, melainkan faktor-faktor yang mendorong
terjadinya amandemen UUD, yakni karena faktor-faktor politik, ekonomi dan
sosial, selanjutnya dipilih mana yang paling berpengaruh.
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement), dapat
dilakukan melalui badan pembentuk UU atau melalui referendum.
3. Perubahan melalui penafsiran oleh badan kehakiman dalam bentuk putusan
pengadilan.
4 Konvensi yang mengharuskan ditaati ssebagai hukum tertulis.™
Negara Indonesia menganut prinsip amandemen yakni apabila konstitusi
dirubah, dalam hal ini UUD 1945, maka yang akan berlaku adalah UUD setelah
amandemen, sehingga tidak ada kaitannya dengan UUD sebelum amandemen,
atan dapat dikatakan bahwa UUD sebelum amandemen tidak berlaku lagi. Tapi
menurut Jimly Asshiddigie,” prinsip yang dianut Indonesia tersebut tidak relevan,
karena materi vang dirubah sangat mendasar dan sangat luas cakupan serta
keterkaitannva dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945. Bahkan agenda
perubahan dan penambahan matenn UUD ini berkaitan pula dengan keperluan
penghapusan Penjelasan UUD dan pengertian UUD 1945, sehingga sangat
banyak hal yang harus tercakup dalam perumusan naskah perubahan UUD 1945
tersebut. Menurut Jimly, hendaknya naskah UUD 1945 sekarang disempumnakan
menjadi kesatuan naskah yang utuh, yang isinya mencakup naskah ash dan naskah
perubahan.

fﬁ fhad
T himlv Asshiddigie. Formad | hal 6
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2.2 Tinjauan Umum Lembaga Negara
2.2.1 Pengertian Lembaga Negara
Lembaga negara bukanlah konsep yang secara terminologis membk
istilah yang tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut
lembaga negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam
terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staatsorgaan. Sementara itu bahasa
Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara.
Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata “siaaisorgan”
*® pDalam Kamus Hukum
Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata “organ”

diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara.

diartikan sebagai berikut: Een organ is een (natururlifk) persoon, rechl persoon,
of college van personen, die (dat) krachten de wet of statuten bevoegd is de will
van de rechispersoon tot stand en tot uiting te bring. artinya organ adalah alat
perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis vang terdin dan
orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang
mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.*

Jika kata “badan” merupakan padanan dari kata “body™ maka kata “body™
dalam Black’s Law Dictionary diartikan: “1. The main part of a written
instrumen, 2. A collection of law; 3. An artificial person created by legal
authoriny™ (1. bagian utama alat tulis;, 2. kumpulan hukum; 3. manusia buatan
yang diciptakan dengan wewenang resmi). Sedangkan jika dilihat dari fungsinya,
kata “organ” menurut Kelsen adalah "Whoever fulfils a function determined by
the legal order is an organ. These functions, by they of norm-creating or of norm-
applying character, are all ultimately aimed at the execution of legal sanction”, i
yang kurang lebih artinya: Setiap orang yang yang menjalankan suatu fungsi yang
ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi ini apakah [ungsi

pembuatan norma atau penerapan norma, pada akhimya semuanya ditujukan pada
pelaksanaan sanksi hukum.

* Marjane Thermorshuizen, Kamus Hubum Belanda-Tndonesia. Djambatan, Jakarta
2002, hal. 390,

** Op.Cie . Kamus Hukum Fockema Andreae dalam H A S Natabava hal &0-61

"kp, Cit, Black s Law Dictionary dalam H A 8. Natabaya. hal 62

Y Hans Kelsen, General Theor of Law State. Russel and Russel. New York, 1961, hal,
92
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Dari ketiga istilah atau kata yang dikutip dan Kamus Hukum Belanda-
Indonesia, Kamus Hukum Fockema Andreac, Black's law Dictionary, dan
pendapat Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law State. dapat
dipahami bahwa semua istilah tersebut (lembaga negara, badan negara, atau organ
negara) mempunyai makna vang esensinya kurang lebih sama. Oleh karena ifu,
untuk bidang hukum kelembagaan negara, ketiganya dapat digunakan untuk
menyebutkan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan
pemerintahan negara.

Menurut Jellineck, Bapak llmu Negara, organ atau lembaga atau badan
negara dibagi menjadi dua bagian besar, vaitu alat-alat perlengkapan negara yang
lanpsung (unmittebare organ) dan alat-alat perlengkapan negara yang fak
langsung (mittebare organ). Adapun ukuran langsung atau tidaknya alat
perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau tidaknya pembentukan alat
perlengkapan negara yang dimaksud dalam konstitusi. Organ negara langsung
menentukan ada atau tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ negara yang
tak langsung bergantung pada organ negara langsung.

Secara defimitif, alat-alat perlengkapan negara vang lazim disebut sebagai
lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan
fungsi-fungsi negara Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan
sistem penyelenggaraan negara yang didalamnya termuat antara lamn fungsi setiap
organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan vang dialankan. Dalam konteks
tersebut, teon klasik mengenai negara yang paling populer dan banvak diadopsi
berbagai negara adalah konsep Trias Politica. Doktrin yang dikemukakan oleh
Baron de Montesquieu (1689-1785) tersebut membagi kekuasaan negara menjadi
3 (tiga) macam yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan
vudikatif Kekuasaan legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang,
kekuasaan cksekutif melaksanakan undang-undang. dan kekuasaan vudikatif
mengawasi agar semua peraturan ditaati,”* Menurut Montesquieu, ketiga jenis

kekuasaan tersebul harus dipisahkan satu sama lan (separation of power), bak

* padmo Wahvono. Himu Negara. Indo Hill. Co__ Jakaria. 2003, hal 222

" Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, fiame Negara, Gava Media Pratama, Jakarta, 2000,
hal. 241.

“ Soetomo. /imu Negara. Usaha Nasional. Surabava 1993 hal 37
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mengenai tugas/fungsi maupun alat perlengkapan yang menyelenggarakannya.
Secara khusus Montesquieu menekankan pentingnya kebebasan dan kekuasaan
yudikatif, karena disitulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia
(HAM) dijamin dan dipertaruhkan."

Secara konseptual, tujuan dibentuknya lembaga negara adalah untuk
menjalankan fungsi negara. Meskipun dalam prakteknya, tipe lembaga negara
vang diadopsi setiap negara berbeda, namun lembaga-lembaga tersebut
bekerjasama dan melakukan konsilidasi sehingga membentuk suatu kesatuan
untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara idcologis untuk
mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

2.2.2 Lembaga Negara Berdasarkan Pembentukannya

Negara hukum pada dasarnya merupakan negara yang menolak
melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan
hukum vang adil dan demokratis, kekuasaan negara didalammya harus tunduk
pada “aturan main”. Salah satu wujud “aturan main” tersebut adalah adanya
landasan legal-yuridis yang jelas dan menjadi “aturan main” terhadap semua
anasir yang berada didalam negara, termasuk lembaga-lembaga negara. Sesuai
dengan asas negara hukum, setiap penggunaan wewenang harus mempunya dasar
legalitas atau biasa disebul asas legalitas.

Norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dilibat dan
beberapa sudut pandang, salah satunya hierarki (tala urutan) norma hukum
(Stufenbau Theorie) yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Kelsen mengemukakan
bahwa norma hukum berenjang dan berlapis-lapis. Suatu norma yang lebih
rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
lapi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusun
lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. yaitu norma dasar (grund norm).*

Jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, dan sejumlah
lembaga negara yang ada saat i, terdapat 3 (tiga) jenis peraturan yang mendasan
pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut, yvakm melalmi UUD 1945 UL,

* Op. Cu.. Minam Budiardyo. hal. 132

" Maria Fanda Indrabi Soeprapto. fimu Perundang-undangan, {asar-Dasar dan
Pembenrukanmya. Kamsios, Jakarta, (998, hal 25
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dan Keputusan Presiden. Penggolongan lembaga negara berdasarkan UUD 1945
didasarkan pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut undang-
undang tersebut adalah sebagai benkut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang atau Peraturan Pemenintah Pengganti Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden;

5, Peraturan Daerah:

a. Peraturan Daerah Provinsi;

b. Peratuam Daerah Kabupaten/Kota;

c. Peraturan Desa.

Sedangkan lembaga negara yang pembentukannya melalwi Keputusan
Presiden masih mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan menuru
Ketetapan MPR No. II/MPR/2000, karena dalam UU No. 10 Tahun 2004,
Keputusan Presiden sudah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-
undangan, diubah menjadi Peraturan Presiden.

Penggolongan lembaga negara menurut dasar hukum pembentukannya
adalah sebagai berikut:
I. Pembentukan Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati
urutan pertama yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
Lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Dewan Perwakilan Rakyat;
Dewan Perwakilan Daerah;
Presiden;
Kementman Negara,
Pemernintahan Daerah;

e o o B

Mahkamah Agung;
Mahkamah Konstitusi;

= g M on

1. Komisi Yudisial;
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Badan Pemeniksa Keuangan,

W e

Tentara Nasional Indonesia;

—_—

Kepolisian Negara Republik Indonesia;
. Komisi Pemilihan Umuom;

Dewan Pertimbangan Presiden;

e B B

Bank Sentral.

Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua lembaga negara
yang pembentukkannya melalui UUD berarti kewenangannya diatur pula dalam
UUD. Ada satu lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD
yakni Bank Sentral. Seperti disebutkan dalam Pasal 23D UUD 1945 bahwa
kewenangan Bank Sentral diatur dengan UU. Hal 1m penting, mengingal sangat
berkaitan mengenai subyek (pihak) dalam sengketa kewenangan antarlembaga
negara.

2. Pembentukan Lembaga Negara Melalui Undang-Undang

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di bawah UUD 1945
adalah undang-undang. Norma yang tertuang dalam undang-undang adalah norma
hukum vyang lebih konkrit, dan terperinci, serta dapat langsung berlaku dalam
masyarakal. UU merupakan produk bersama DPR dan Presiden. Melalui sebuah
UL, DPR dan Presiden dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan pemernintahan. Selain dibentuk melalm UUD 1945, ada
beberapa lembaga negara yang dibentuk melalui UU antara lain sebagai berikut:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dibentuk
berdasarkan 1TU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan 1JU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korpsi;

¢. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dibentuk berdasarkan UU No. 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran;

d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dibentuk berdasarkan UU

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPLU), dibentuk berdasarkan UL

MNo. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monnopoli dan Persainagn
Usaha Tidak Sehat:
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f. Komisi Kepolisian Nasional. dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia;
g Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dibentuk berdasarkan UU No.

27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

h. Komisi Kejaksaan, dibentuk berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia;

i. Dewan Pers, dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tabun 1999 tentang Pers;
j. Dewan Pendidikan, dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pembentukan Lembaga Negara Melalui Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) merupakan peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Presiden. Dasar legalitasnya adalah Presiden memegang
keknasaan pemenintahan menurut UL D" Sebagai pemegang kekuasaan
cksekutif, Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut
penyelenggaraan pemerintahan sesual dengan ruang lingkupnya.

Sebelum berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dalam Ketetapan MPR No. LII/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum, Keppres berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan
dibawah Peraturan Pemerintah (PP), tetapi setelah undang-undang tersebut
berlaku, Keppres diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Keppres dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang
merupakan pelimpahan wewenang dan norma yang lebih tmggm dan keputusan
yang secara langsung berdasarkan atribusi UUD, bahwa Presiden selaku
pemegang kekuasaan eksekutif . Keppres tidak selalu bersifat penetapan dan
berlaku sekali selesai (einmaglig), bahkan yang lebih banyak adalah Keppres yang
mengatur dan berlaku terus-menerus (dauerhafiig) ™

Selain beberapa lembaga negara yang dasar hukum pembentukannya
melalm UUD 1945 dan UU, ada juga beberapa lembaga negara yang dasar hukum
pembentukannya melalui kewenanagan Presiden vakm melaln  Keppres.
Lembaga-lembaga negara yang sudah ada selama ini terbagi dalam 3 (tiga) bentuk

7 Pasal 4 aval (1) UUD 1945,
" Op. Cit . Maria Fanida Indrati Soeprapto_ hal 100,
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. vaitu komisi, dewan, dan lembaga non departemen. Lembaga negara dalam
bentuk komisi antara lain:
a. Komisi Ombudsman Nasional (KON), dibentuk berdasarkan Keppres No.
44 Tahun 2000,
b. Komisi Hokuom Nasional (KHN), dibentuk berdasarkan Keppres No. 15
Tahun 2000;
¢. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan), dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998.
I.embaga negara dalam bentuk dewan antara lain:
a. Dewan Maritim Nasional, dibentuk berdasarkan Keppres No. 161 Tahun
1999:
b. Dewan Ekonomi Nasional, dibentuk berdasarkan Keppres No. 144 Tahun
1999,
c. Dewan Pengembangan Usaha Nasional, dibentuk berdasarkan Keppres
No. 165 Tahun 1999,
d. Dewan Riset Nasional, dibentuk berdasarkan Keppres No. 94 Tahun 1999;
e. Dewan Pembina Industri Strategis, dibentuk berdasarkan Keppres No. 40
Tahun 1999;
f Dewan Buku Nasional, dibentuk berdasarkan Keppres No. 110 Tahun
1999
Selain dalam bentuk komisi dan dewan sebagaimana disebutkan di atas,
masih ada lembaga-lembaga negara dalam bentuk non departemen. Jika mengacu
pada Keppres No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres No. 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Orgamisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sedikitnya ada 24 lembaga non
departemen. Lembaga-lembaga tersebut adalah: Lembaga Admimisirasi Nepara
(LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara
(BKN), Perpustakaan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Standardisasi Nasional (BSN),
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Intelijen
Nasional (BIN), Lembaga Sandi Negara, Badan Urusan Logstik (Bulog), Badan

Koordinasi Keluarpa Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Penerbanangan
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Antariksa Nasional (Lapan), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Masional,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga [lmu
Pengetahuan Indonesia (1.JP1), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga
Informasi Nasional (LIN), Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Lembaga Badan
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar),

2.2.3 Hubungan Kelembagaan Negara

Sebagai bagian dani rangkaian proses reformasi, penataan sistem
kelembagaan negarapun dilakukan. Penataan terscbut tidak hanya melalui
memformulasi kembali hubungan-hubungan antar kekuasaan yang ada, tetapi juga
dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang serta pembentukan dan
penghapusan beberapa lembaga negara sehingga posisi, struktur, dan hubungan
politik-hukum di antara lembaga negara yang sudah ada dan yang baru juga telah
berubah secara signifikan.

Prinsip kedaulatan rakvat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan
negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan
berfungsinya sistern demokrasi. Terkait dengan sistem kelembagaan negara, teon
kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui 2 (dua) pilihan cara, yakni
pemisahan kekuasan negara (separation of power) dan pembagian kekuasaan
negara (distribution atau dvision of power). ad

Pemisahan kekuasaan kekuasaan bersifat honzontal dalam arti kekuasaan
dipisah-pisahkan dalam fungsi-fingsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga
nepara yang sederajat dan saling mengimbang (checks and balances), sedangkan
pembagian kckuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan
dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tnggi negara
dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.™

Sebelum amandemen, UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan
fdistribution atau division of power}, sedangkan pasca amandemen sistem yang

dianut adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang meliputi fungsi

*Op. Cir. Jimly Asshiddhigie. Formar | hal 11
b
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(tugas) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Dengan
adanya perubahan UUD 1945, hubungan antar lembaga negara diposisikan secara
fimgsional, dan tidak secara hierarkis.
Tabel 1.
Pemepang Kekuasaan Negara

- Kﬂkuaiaan Hngm
Ru!ah{akmg rmmum RulﬁMahngApphmm :
i _(Leglsi;_tﬁf}--_ = {Eksdmnf)
DPR | Pfes'idéﬁ i Presiden
B MPR TNI-Polri
DPD RI**
@ BPK* KPU**

BPK tidak memegang fungsi legislatif, melainkan memegang fungsi
pemeriksaan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dan
DPD.

*#

Merupakan lembaga negara yang independensmya dijamin oleh UUD
Tahun 1945, walavpun pada dasamya lembaga-lembaga tersebut
menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif).
#**  Pada dasarnya KY bukan merupakan lembaga peradilan, melamkan
“Dewan Kehormatan™ dari MA yang kewenangannya diberikan oleh UUD
19457
Sebagaimana telah diuraikan diatas, munculnya lembaga-lembaga negara
baru yang dibentuk pasca amandemen ULID 1945 secara olomatis mengubah
hubungan antarkelembagaan. Hubungan yang terbentuk dalam kelembagaan
negara tesebut adalah sebagai berikut:
1. Hubungan fungsional
a. Hubungan antara DPR/DPD dan Presiden dalam membuat undang-undang
dan anggaran belanja negara juga menyampaikan usul, pendapat, serta

Imumias;

1 Fatkhurrahiman dik. Memabami Keberadaan Mahkamah Konstitust ot Indoresia. Cilra
Aditva Bhakii. Bandung, 2004, hal. 41-42.
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b, Hubungan antara DPR dan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan
yang berhbungan dengan otonom daerah;

¢. Hubungan antara KY, DPR. dan Presiden dalam pengangkatan hakim
(dalam konteks memberikan rekomendas:),

d. BPK dengan lembaga-lembaga negara lain (terutama Pesiden dan menteri-
menten) dalam penyelenpgaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut;

e. KPU dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

f KHN dengan presiden untuk membenikan pendapat tentang kebijakan
hukum dan masalah-masalah hukum serta membantu Presiden sebagai
panitia pengarah dalam mendesain pembaruan hukum;

g KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Apung (pemerintah) dalam
melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi

2. Hubungan pengawasan

@ Hubungan antara DPR dan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan;

b. Hubungan antara DPD dan pemenntah pusat dan daerah khususnya dalam
pelaksanaan olonomn daerah,

¢ MA dengan Presiden untuk menguy peraturan perundang-undangan :

d. MK dengan pembentuk UU (dalam hal im DPR/DPD dan Presiden) untuk
menguji konstitusionalitas UL,

¢ KPK dengan pemenntah;

KON dengan pemerintah dan aparatur pemermiah serta lembaga penegak
hukum dan peradilan dalam pelaksanaan pelayvanan umum agar sesuai
dengan asas-asas umumpemenntahan yang baik (good governance).

3. Hubungan yang berkaitan dengan penyelesaan sengketa

a MK dengan lembaga-lembaga negara lain. untuk menyelesaikan sengketa
kewenangan antarlembaga negara;

b MK dengan penyelenggara pemilihan umum untuk menyelesaikan
perselisihan hasil pemilu,

4. Hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban

a. DPR/DPD dan MPR dengan Presiden;

b. DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, KON. KPK.
KKR, dan komnas Perempuan.
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c. Presiden dengan KPPU dan KPAL

MA merupakan salah satu alat perlengkapan dalam kekuasaan yodikatif
yang memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman disamping MK
dan sekalipus puncak peradilan tertingg di Indonesia yang dalam pelaksanaan
fungsinya didukung lembaga negara baru, KY. Implikasi dan hal tersebut adalah
perubahan hubungan kelembagaan dalam kekuasaan yudikatif. Hubungan
kelembagaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a  Hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Rerdasarkan rumusan pasal tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
MA dan MK Meskipun sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, kedua
lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda. Pasal 24A ayat (1) UUD
1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. Sementara itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MK
berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, (2) memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3)
memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Selain kewenangan. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menentukan
bahwa MK memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Berdasarkan ketentuan di tingkat konstitusi, kemungkinan terjadinya
persinggungan antara MA dengan MK ada pada titk penggunaan wewenang
pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review). Kemungkinan
terjadinya masalah judicial review terjawab dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan, pengujian
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peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan
MA wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MK sampai ada putusan MK.
Hal ini sudah semestinya, karena jika undang-undang yang dijadikan dasar bag
MA untuk menilai dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum oleh MK,
akan menimbulkan persoalan konstitusional yang pelik di kemudian ham.
Artinya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU No. 24 Talm 2003,
kemungkinan terjadinya permasalahan antara putusan MA dengan putusan MK
dapat teratas.

b. Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyatakan calon hakim agung dinsulkan
KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh presiden. Kemudian, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
menyatakan, KY bersifat mandin yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta penilaku hakim. Berdasarkan
ketentuan tersebut, hubungan KY dengan MA terjadi dalam proses pengusulan
calon hakim agung: dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan kewenangannya tersebut KY diharapkan dapat lebih
memperkuat upaya pembenahan tingkah laku tidak terpuji dan hakim, Meskipun KY
tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan tindakan-tindakan teknis
yudisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai kerjasama yang erat dengan
MA, akan sangat memberdayakan fempowering) usaha penghapusan secara tuntas
perbuatan tercela para hakam atau petugas pengadilan lainnya Satu hal yang perlu
diingat dalam hal ini adalah dalam pelaksanaan wewenang masing-masing dan MA
maupun KY harus mengaca pada konstitusi yang telah mengatur. sehingga
independensi dan masing-masing lembaga negara tetap terjaga.
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2.3 Tinjauan Umum Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara
2.3.1 Pengertian Kewenangan Lembaga Negara

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut authority, competence. Menurul
Robert Bierstedt, wewenang adalah institutionalized power (kekuasaan yang
dilembagakan).” Kewenangan merupakan wujud nyata dan kekuasaan
Sementara itu, kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan untuk
mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku
teraklir menjadi sesuai denpan keinginan dan pelaku yang mempunyai
kekuasaan.® Masih menurut Robert Bierstedt. kekuasaan seringkali dipandang
sebagai suatu hubungan antara 2 (dua) atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan
dianggap mempunyai sifat rasional. Karenanya perlu dibedakan antara scope of
power dan domain of power. Scope of power atau ruang lingkaup kekuasaan
menunjuk pada kegiatan, tingkah laku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang
menjadi obyek dari kekusaan. Sementara istilah domain of power atau jangkauan
kekuasaan menunjuk pada pelaku, kelompok, atau kolektivitas yang terkena
kekuasaan,™

Kewenangan dalam kontcks penyelenggaraan negara terkait pula dengan
paham kedaulatan (sovereignty). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan,
orang vang berjasa memperkenalkan gagasan kedulatan adalah Jean Bodin dan
setelah itu dilanjutkan Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, kedaulatan bukan hanya
merupakan atribut negara, melainkan juga merupakan fungsi esensial yang ada
didalamnva. Konsep kedaulatan imlah yang membedakan antara organisasi negara
dan organisasi sosisal. Kedaulatan adalah jiwa dari lembaga politik yang disebut
negara yang disimbolkan sebagai makhluk kebal yang tak terkalahkan ™

Menurut Hardjono. kewenangan meliputi kewenangan antarlembaga
negara yang bersifat horizontal dan kewenangan secara vertikal, yaitu berkaitan
dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Menurutnya, seringkal

terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah “fungsi, tugas, wewenang, dan

* Robert Bierstedt dalam Minam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi
Parlementer dan Demokrast Pancasila dalam PSHK Semua Harus Terwakilic Stuct Mengenai
Reposisi MPR. PR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, PSHE Jakaria 2000, hal. 7.

= fbud . hal. 6.

 fhid , hal 7.

“ Jimiv Asshiddiqie, Konstinusd dan Konstitustonalisme Indonesia di Masa Depon. Pusat
Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 120



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kewajiban”. Sclama ini belum ada konsep hukum yang jelas tentang kata-kata

tersebut baik dari segi hukum maupun dasar-dasar teoritis atas pemberian makna-

makna tersebut secara komprehensif. Menurutnya, fungsi mempunyai makna
yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat untuk
menyebut aktifitas-aktifitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana.

Gabungan dari tugas-tugas adalah operasional dari sebuah fungsi yang sifatnya ke

dalam_ Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek ke luar.

Aspek keluar adalah wewenang.™

Sebuah kewenangan yang berbasis pada peraturan untuk melaksanakan
kewenangan setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik utama sebagai berikut:

1. Hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkepastian hukum. Hal itu
sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang ditelurkannya schagm
bagian dari pelaksanaan kewenangannya. Potensi konflik pelaksanaan
kewenangan lembaga negara sangat mungkin lahir dari adanya produk hukum
yang dikeluarkan sebuah lembaga negara dan kemudian produk tersebut
mengikat kepada lembaga negara lamnya. Karakteristik tersebut akan
memetakan potensi konflik dari sudut pandang produk.

2. Perbedaan pelegitimasian antara kekuasaan dan kewenangan. Hal terscbut
berkaitan dengan beberapa lembaga nepara yang secara legitimtif
kekuasaannya diberikan dalam landasan hukum yang berbeda dengan
landasan hukum kewenangannya. Hal itu dapal menimbulkan perbedaan
tafsiran antara kekuasaan, fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban maupun
penjabaran terhadap unsur-unsur tersebut. Sebuah lembaga negara seringkali
memiliki perangkat hukum yang berbeda. baik dalam menentukan unsur-
unsur tersebut, maupun menjabarkan unsur-unsurmya. Akibatnya, yang terjadi
adalah seringnya suatu lembaga negara “merasa” lebth memiliki kekuasaan
ataupun kewenangan terhadap suatu hal daripada lembaga negara lain.

3. Aturan hierarki vang jelas. Asas yang khusus mengesampingkan asas yang
umum (lex specialis derogate lex generale) ataupun asas kedudukan peraturan
vang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah (lex superiori

derogate lex inferiori) memang merupakan asas yang perlu dalam menjamin

" Hardjono dalam Firmansvah Anfin dkk. Hukum dan Kuasa Konstimsi, Konsorsium
Reformas: Hukum Nasional {KRHN), Jakarta. 2004 hal. 27-28.
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kepastian hukum, tetapi hierarki ini dapat membingungkan. Apalagi ketika
beberapa jenis peraturan lersebut tercabut atau dilnlangkan oleh aturan
merarki yang baru.

4. Kewenangan yang terbagi. Beberapa jemis kewenangan dimiliki lembaga tidak
secara sendirian, tetapi berbagi denpan lembaga lainnya. Patokan dan jenis
wilayah yang tidak boleh saling melanggar seringkali menjadi rancu ketika
mulai ditafsirkan. Wilayah mana yang merupakan kewenangan suatu lembaga
negara dan wilayah mana vang merupakan kewenangan lembaga negara lamn
dan tidak boleh dilanggar.”

2.3.2 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Konsekuensi logis dari pilihan terhadap sistem pemmisahan kekuasaan
(separation of power) dengan mengadopsi prinsip check and balances adalah
timbulnya sengketa atau pertentangan antar organ kelembagain negara yang
diletakkan secara sederajat dan saling kontrol. Lahimya sengketa tidak lain karena
adanya persinggungan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan. Dalam
bahasa Ingpris, untuk menyebut sengketa digunakan istilah conflict dan dispute.
Sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah (1) geding, yang berarti
sengketa, perkara; (2) nwist, yang berarti pertikaian, pertengkaran.”

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. timbulnya sengketa bisa
disebabkan karena beberapa kemungkinan, antara lain karena kurang memadainya
sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar organ negara yang ada
sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi (penafsiran). Perbedaan penafsiran
terhadap suatu ketentuan yang menjadi bingkai bagi penyelenggaraan negara
seringkali menyulut sengketa. Ada banyak penafsiran yang senng digunakan
untuk menilal atan memahami suatu konteks permasalahan, diantaranya adalah
penafsiran  konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu
penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional ™

Penafsiran Konstitusional merupakan salah satu metode yang sering

diperpunakan oleh ahh, bahwa setiap keputusan hukum dan kebijakan negara

" Firmansvah  Anfin dkk, 2005, Lembaga Negara don Sengeta  Kewenangon
Antarlfembaga Negara, Konsorsiom  Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah
Eonstitusi Republik Indonesia (MKRI). Jakaria 2005 hal. 113-116

*F O, Cir, Yan Pramadva Puspa, hal 396, 836

* O Cit., Firmansvah Arifin dkk, hal 23
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harus dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pada dasarnya prinsip penafsiran
konstitusional sama statusnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga
peradilan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penafsiran
konstitusional yaitu penafsiran secara tekstual, historis, fungsional, doktrinal,
prudensial, etik. dan natural "

Penafsiran secara tekstual. dalam arti setiap keputusan harus berdasar dan
melihat pada fakta dari norma hukum yang tertulis, Dalam penafSiran ini, setiap
ketentuan diartikan apa adanya (plan meaning), dengan satu jaminan bahwa setiap
orang akan memahami ketentuan tersebut tanpa khawatir dengan adanya
interpretasi lain. Dalam penafsiran ini dapat dilakukan melalui interpretasi fextual
contex secara kata demi kata dan penafsiran secara menyeluruh dari isi
konstitusi.”’

Secara historis, penafsiran tidak didasarkan pada kenyataan (fakta) atau
norma tertulis, namun lebih berdasarkan pada analisa proses perancangan hukum,
maupun latar belakang penyusunan konstitusi. Penafsiran ini sering pula disebut
dengan penafsiran sejarah legislanf Penafsiran dilakukan dengan menclaah
dokumen, panitia atau laporan komisi di legislatif, transkip dan berbagai
perdebatan vang terjadi ™

Penafsiran secara fungsional disebut juga penafsiran struktural, dimana
setiap keputusan didasarkan pada analisa struktur hukum yang termuat dalam
konstitusi dan bagaimana struktur diartikan sebagai fungsi yang saling berkaitan
antara satu dengan yang lain secara harmoms. Adapun secara doktrinal, bahwa
keputusan didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli hukum, khususnya
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara prudensial, bahwa keputusan berdasar
pada faktor-faktor eksternal dalam hukum atan kelompok-kelompok vyang
berkepentingan dalam suatu perkara. Sementara penafsiran secara ctik, bahwa
keputusan diambil berdasarkan pada rasa keadilan, apa yang benar dan salah, serta

apa yang menjadi tujuan utama dari peraturan perundang-undangan *

" fhid

B phid

54 thid . hal, 23-23
™ Jhid hal 24
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Dalam membahas sengketa kewenangan lembaga negara, ada 2 (dua) hal
penting vang hendaknya dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan
kewenangan konstitusional lembaga negara Banyak penafsiran muncul dalam
memaknai lembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, dikenal istilah
“lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara”. Pendekatan kelembagaan pasca
amandemen UUD 1945 tidak lagi hierarki struktural, melainkan pendekatan
fungsional, dimana lembaga negara dibedakan secara fungsi. Oleh karena itu, kita
akan mengalami kegagalan apabila memahami lembaga negara dengan
menggnnakan konsepsi dan paradigma lama. Dalam hal kewenangan
konstitusional, sctiap lembaga negara telah jelas dasar hukum pemberian
kewenangannya, ada yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, ada yang

diberikan oleh UL, bahkan ada lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Keppres.
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PENUTLP UNIVERSITAS JEMEFY

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapal penulis
kemukakan beberapa pokok pikiran sebagai suatu kesimpulan dalam karya tulis
skripsi ini, yaitu:

I. Berdasarkan kedudukan serta kewenangan MA baik vang diatur dalam UUD
1945 maupun UU No 14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa MA termasuk
dalam kekuasaan yudikatif dan merupakan salah satu pemegang kekuasaan
kehakiman, Meskipun dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara
masih terjadi perbedaan penafsiran dalam penentuan lembaga yang berhak
menjadi pihak dalam sengketa, dengan mengacu pada penatsiran lvas yang
didasarkan pada lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan olch ULD
1945, maka MA berhak berperkara di MK karena MA merupakan salah satu
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Dalam hal
im dapat pula diarukan bahwa kedudukan MA dalam sengketa kewenangan
antarlembaga negara adalsh sebagm pihak atau subyek hukum dalam
sengketa.

2. Berdasarkan konsiderans dan dasar hukum yang termuat dalam UU No. 24
Tahun 2003 dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa ketentuan yang diatur
dalam UU No. 24 Tahun 2003 harus mengacu atau sesual dengan ketentuan
vang termuat dalam UUD 1945, Selanjutnya, apabila mengacu pada teon
pengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara yang dikemukakan
oleh Hans Nawiasky, UU No. 24 Tahun 2003 termasuk dalam kelompok
Formell Gesetz (UL Formal) Fomell Gesetz merupakan penjabaran norma-
norma hukum dan Staatsgrundgeserz vavm UUD 1945 Kemudian, apabila
dikaitkan dengan konsep jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen, vakm Stufenbau Theorr, serta memperhatikan kedudukan LU No., 24
Fahun 2003 dan UUD 1945 dalam tata urutan/uerarks peraturan perundang-

undangan menurut UL Noo 10 Tahan 2004, maka dapat diartikan bahwa

fil}
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a. UU No. 24 Tahun 2003 sebagm peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dalam UUD
1945,

b, Substansi UU No. 24 Tahun 2003 sebagai peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan
UUD 1945,

Oleh karena itu, Pasal 65 ULl No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa

MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga

negara bertentangan atau inkonsisten terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,

karena sebagai peraturan vang lebih rendah, Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003

tersebut nidak memiliki landasan dan konsep hukum yang jelas, serta

menvimpangi ULD 1945 sebagm Staatsgrundgeseiz.

Kendala pelaksanaan ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi meliputi 2 (dua) hal, vaim

a. Kendala Yundis

Konsepsi MA sebagai pithak dalam sengketa kewenangan lembaga negara

pada MK yang tercantum dalam Ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003

tidak jelas dan ndak nnci, babkan dalam penafsirannyva seningkah

menimbulkan perbedaan dalam rumusan kalimat antara Pasal 65 UL No. 24

Tahun 2003 dengan UUD 1945, sehingga menyebabkan konsepst MA sebagai

pihak dalam sengketa kewenangan amtarlembaga negara menjadi kabur

{(obscunr) dan memmbulkan ketidakpastian hukum (recht onzekerheid) Solusi

dan kendala tersebut adalah penyempurnaan UU No. 24 Tahun 2003

khususnya Pasal 65 melalui judicial review dengan lebih mendasar dan

esensial serta mengikutsertakan lembaga terkant dalam hal 1m MK, MA, dan

KY dalam proses pembuatan (perubahan) UL terkait, sehingga terjad

sinkronisasi hukum terutama berkaitan dengan kewenangan diantara lembaga

kekuasaan kehakiman

b, Kendala Implementasi

Tereduksinya kewenangan MK, Khususnya dalam sengketa kewenangan
antarlembaga negara, dilain hal, sengketa tersebut senngkali memiliki nuansa

khusus, vaitu nuansa polins vang sangat Kental, vanani coraknva dan
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kompleks problematikanya, dapat pula dikatakan sangat dipengarubi oleh
fakor-faktor yang bersifat psikologis pohtis, yang berakibat judicial review
dijadikan sebagai entry poinf untuk pengajuan perkara sehingga putusan yang
dikeluarkan oleh MK terkadang melampam dan hal yang diajukan dan
diminta (ultra petitah). Solusi dan kendala terscbut adalah eksistensi MK
sebagai lembaga vyang memiliki kewenangan menyelesatkan sengketa
kewenangan lembaga negara harus lebih dimaknai sebagm kewajiban untuk
mewujudkan free trial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan penulis,

dapat disumbangkan beberapa saran sebagm benkut:

T

Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk
menjadi pthak dalam perkara senpketa kewenangan antarlembapa negara
sebatknya dihapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan disknuminatif. Sam
hal utama yang perlu diperhatikan dalam revisi UL No 24 Tahun 2003 adalah
pertimbangan  sinkronisasi dengan UUD 1945 dan UU terkant lainnya,
khususnya UL No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UL No. 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Setiap lembaga negara seharusnya membatasi din masing-masing untuk
melakukan dan ndak melakukan sesuatu di lvar ketentuan konstitusi demm
terlaksananya pola hubungan cheks and balances antar lembaga negara
Khusus untuk MA. harus menempatkan dinnya sebagm lembaga negara yang
profesional dalam pola pengawasan vang ada dengan cara lebith membuka din
dalam merespons kritik, harapan dan saran dan berbagm mhak, sedangkan
untuk MK perlu dibuat aturan yang mengatur secara tegas mengena |arangan
bagi MK untuk memutus suatu perkara di luar dan penhal yang diajukan atau
diminta pemohon

Berkaitan  dengan  mekanisme  penvelesaian  sengketa  kKewenangan
antarlembaga nepgara, perlu dibuat aturan vang mengatur secara legas dan
terperingl mengenat lembaga nepara yang dapmt menjadi pihak (subyek

hukum) dalam senpketa kewenangan antarlembaga negara
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Lampiran

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 08/PMK/2006
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA
KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang,

a  bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memuius sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibenkan oleh Undang-
Undang Dasar,

b bahwa ketentuan hukum acara untuk perkara sengketa kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitus belum cukup lengkap:

¢  bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjui hal-hal
yang, diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya,

d  buhwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a b, dan e di atas, perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi
tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstilusional
Lembaga Negara,

Mengimgat

| Pasal 24C ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis
Tahun 1945,

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2003 Nomor 98,
[umbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43161,

Memperhatikan

Hasl Rapat Pleno Mahkamah Konstitus,

MEMUTUSKEAN
Menctapkan
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA
DALAM SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

BADB |
KETENTUAN UMLM
Pasal |

Dalam peraturan i vang dimaksud dengan
I UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Mahkamah alah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
1. Hakim adalah Hakim Konstitus: pada Mahkamah Konstitus
4 Pannera adalah Panitera Mahkamah Konstitus:
5

Lembaza Negara adalah lembaga negara vang kewenangannya dibertkan oleh ULID
1945
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(1)

(2).

(3)

()

Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa
wewenang'hak dan tugas’kewayiban lembaga negara yang dibernikan oleh UUD 1945

Sengketa adalah persshsihan atau perbedaan pendapat yang berkarman dengan
pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara

BRPK adalah Buku Begistras) Perkara Konstitusi

BAB I
PEMOHON DAN TERMOHON
Pasal 2
Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara
sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah
a.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
c.Mayjehis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
d Preaiden;

e Badan Pemenksa Keuangan (BPK),

f Pemenntahan Daerah (Pemda); atau

g Lembaga negara lun yang kewenangannya dibenkan oleh UUD 1945
Kewenangan vang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh LUUUD 1945

Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebaga pemchon ataupun
termahon dalam sengketa kewenangan tekmis peradilan (yustisial)

Pasal 3
Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya
diambil, dikurangs, dihalang, diabakan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara
yang lain
Pemohon harus mempunym kepentingan langsung terhadap kewenangan yang
dipersengketakan
Termohon adalah lembaga negara vang dianggap telah mengambil, mengurang,
menghalang, mengabakan, dan/atan merugikan pemohon

Pasal 4
Pemohon dan/atan termohon dapat didampings atou diwakih oleh kuasa hukumnya
berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu
Dalam hal pemohon dan/atau termohon didamping: oleh selain kuasanya, pemohon
dan/atau termohon harus membusat sural keterangan yang khusus untuk itu
Surat kuasa khusus sebapmmana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjukkan dan diserahkan
kepada mapehs Hakun dalam persidangan

BAB 11l
PERMOHONAN DAN TATA CARA PENGAJLUAN
Pasal 5
Permohonan dituhis dalam bahasa Indonesia dan harus mermuat
a ldentitas lembaga negara yang menjach pemohon, seperti nama lembaga negara,
nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara,
b nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon,
e urman yang pelas tentang
|  kewenangan yang dipersengketakan,
2 kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut,
1 hal-hal yang diminta untuk diputusken
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(2)

(3).

(4)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2}

(1)

(1}

(2).

(3)

(4)

{3)

(6)

Permohonan dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dan ditandatangami oleh Presiden
atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya
Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format
digital yang tersimpan secara elektromk dalam media penyimpanan berupa disket,
cakram padat (compact disk), atau yang sejemisnya.

Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa
dibebani biaya perkara

Pasal 6
Permohonan tertulis dan/atau format digitainya (soft copy) diajukan kepada
Mahkamah melalu Kepaniteraan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disertar alat-alat bukt
pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan lembaga negara atau surat/dokumen
pendukung
Alat-alat bukti tertubis yang digjukan, seluruhnya dibuat dalam 12 (duabelas)
rangkap dengan bukti yang ash diben matera secukupnya
Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon harus
menvertakan daftar ahli dan/atau saksi yang akan memben keterangan yang bensi
identitas, keahlian, kesaksian dan pokok-pokok keterangan yang akan diberikan
Dalam hal pemohon belum mengajukan ahl dan/atan saksi sebagamana dimaksud
pada ayat (4), pemohon masih dapat mengajukan ahli dan/atau saksi selama dalam
pemerksaan persidangan

BAB IV
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI
Pasal 7

Petugas kepaniternan memenksa kelengkapan admumstrasi permohonan beserta
lampirannya
Apabila permohonan belum lengkap, pemohon waph melengkap dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tupuh) han kena sejak pembertahuan kekuranglengkapan
tersebut diterima oleh pemohon
Apabila pemohon tidak melengkapi permohonannys sebagamana dimaksud pada
ayal (2), Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak
diregistrast dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon

Pasal 8
Panitern mencatal permohonan yang sudah memenuhy persyaratan sebagamana
dimaksud Pasal § dan Pasal 6, dalam BRPE diserta penomaoran perkara
Pamitera memberikan Akta Registras: Perkara kepada pemohon
Mahkamah menyampakan permohonan vang sudah diregistrasi kepada termohon
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) han kenja sejak permohonan dicatat
dalam BRPK
Penyampaian permohonan kepada termohon sebagmmana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Juru Panggl vang dibuktikan dengan berita acara
Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistras: sebelum
diterbitkannya  ketetapan tentang  Panel Hakim, Panilers menerbitkan  Akta
Pembatalan Registrasi yang harus diberitahukan kepada termohon
Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penankan
kembali oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrass
permohonan yang telah disjukan Pemohon dan chbentahukan kepada Pemohon
diserton dengan pengembalian berkas permohonan
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(3)
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(2)

(3)

(4)
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BAB V
PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG

Pasal &
Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua
Mahkamah ontuk ditetapkan susunan Panel Hakim.
Panitera menctapkan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam proses
penyelesman perkara.
Ketua Panel Hakim menetapkan han sidang pertama dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empatbelas) han kenja sejak permohonan diregistras:
Penetapan hari sidang pertama sebagmimana dimaksud pada ayat (3) dibernahukan
kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalw papan
pengumuman Mahkamah yang khusus dibuat untuk tu dan situs Mahkamah
{www mahkamahkonstitus go id), serta media lainnya

Pasal 10
Pembentahuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan
panggilan sidang vang harus sudah ditenima oleh pemohon dan termohon dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) han kerja sebelum han persidangan
Panggilan sidang sebagamana dimaksud pada ayat (1) ditandatangam oleh
Pamitera dan disampaikan sccara resmu oleh Juru Panggl yang dibuktikan dengan
berita acara pungglan serta dapat dibantu media komunikasi lannya, seperh
telepon, faksimuli, dan surat elektromk (e-mail)
Panitera dapat meminta bantuan pemangglan kepada pejabat negara di daerah

BAB VI
PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Pemenksaan Pendahuluan
Pasal 11

Pemenksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel

Hakim vang sekurang-kurangnya terdin atas 3 (higa) orang Halam atau oleh Pleno

Hakim yvang sekurang-kurangnya terdin atns 7 (tupuh) orang Hakim

Pemeriksaan Pendahuluan dihadin oleh pemohon dan/stau kuasanya, kecual

dalam hal adanya permohonan putusan sela, dibadin pula oleh termohon dan/atau

kuasanya

Dalam Pemenksaan Pendahuluan, Majehs Hakim

amemenksa kelengkapan permohonan,

h meminta penjelasan pemohon tentang maleri permohonan yang mencakup
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan
pokok permohonan,

cwapb memberi nashat  kepada pemohon, baik mengenm  kelengkapan
admimstras, maten permohonan, maupun pelaksanaan tertib perssdangan,

d wayih mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk
menghentikan sementara pelaksanann kewenangan yang dipersengketakan,

ememenksa kelengkapan alat-alat bukti vang telah dan akan digukan oleh
pemohon

Dalam hal permohonan belum lengkap dan/stau belum jelas, Mayelis Hakim

memben kesempatan kepada pemohon untuk melenghkapr dan/stag memperbaks

permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) han

Dalam hal permohonan telah lengkap dan jelas, hasil Pemenksaan Pendahuluan

dilaporkan kepada Rapat Permusyawarntan Hukim
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(3)

(4).

(5).

Bagman Kedua
Putusan Sela
Pasal 12

Setelah Pemeriksaan Pendahulvan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela
yang memerntahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan
sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampas ada putusan
Mahkamah.
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayst (1) adalah berupa
tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan

Pasal 13
Putusan sela dapat ditetapkan atas perruintaan pemohon
Permohonan putusan sela yang dhajukan oleh pemohon harus diserta alasan-alasan
yany jelas.
Jika dipandang perlu, Majehs Hakim dapat menetapkan putusan sela dem
kepentingan hukum
Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aym (3) diputuskan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan dapat dyatuhkan apabila
a Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan
dikabulkan, dapat memimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
b Kewenangan vang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanasn putusan
pengadilan vang telah mempunya kekuatan hukum tetap

Bagian Ketign
Pemenksaan Persidangan
Pasal 14
Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno
Hakim yang sekurang-kurangnya terdin atas 7 (tujuh) orang Hakim
Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapal Permusyawaratan Hakim, dapat

dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdin atas 3 (higa) orang
Hakim

Pasal 15

Pemenksaan Persidangan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk

i
b

[

d

(h
(2)

memeriksa maten permohonan vang chajukan pemohaon,

mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon,

memeriksa dan mengesahkan alal bukt tertulis mavpun alat buku lannya, bak
yang disjukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkan langsung.
mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperiukan oleh
Mahkamah, bak pihak terkait yang mempunyal kepentingan langsung maupun
kepentingan vang hdak langsung,

mendengarkan keterangan ahl dan saksi, bak yang diajukan oleh pemishon
maupun oleh termohon

Bagan keempal
Pembuktian
Pagal 16
Beban pembuktinn berada pada pihak pemohon
Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, Majehis Hakim dapat membebankan
pembuktan kepada pihak termohon
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(1)

(1)

Majelis Hakim dapat memunta phak terkant untuk memberikan keterangan dan/atau
mengajukan alal bukn lannya

Pasal 17
Alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkant
langsung dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahl,
kelerangan para pihak, dan alat buku lain berupa informas yang ducapkan
dikanmkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau vang
serupa dengan 1t
Alat-alst bukti sebagarmana dimasksud pada ayat (1) harus dapat
dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum
Penentuan sah tidaknya alat buku dan perolehannya dilakukan oleh Majelis Hakim
dalam persidangan Pleno atau Panel
Apabila dipandang perlu Majelis Hakim dapat melakukan pemenksaan setempat,
dengan dihadin oleh para pihak
Biaya yang diperlukan oleh Majelis Hakim untuk pemeriksaan  seiempat
dibebankan pada anggaran Mahkamah
Biaya yang diperlukan oleh para pihak untuk menghadin pemenksaan setempat
dibebankan pada masing-masing pihak

Bagian Kelima
Penankan Kembali Permohonan
Paszal 18
Pemohon dapat menank kembali permohonannys sebelum atau selama
pemeniksasn dilakukan dengan mengmjukan permohonan penankan kembal) secara
tertulis.
Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penankan kembah sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) setelah dimulainya pemenksasn persidangan, Mahkamah
dapat mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan termohon
Dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan penarikan kembali setelah
dimulmnya pemeniksaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkpmah
menerbitkan ketetapan dan memenintahkan kepada Pamitern untuk mencatutnya
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan salinannya disampaikan kepada para
pihok
Dalam hal Mahkamah menolak permohonan penankan kembali setelah dimulainya
pemeriksaan sebagmmana dimaksud pada ayal (2), Mahkamah menyatakan
melanjutkan pemernkssan,

Pasal 19
Penankan kembali permohonan sebagamana dinaksud dalam Pasal I8 mymt (1)
mengakibatkan permohonan tidak dapat dujukan kembali oleh pemohon
Ketentuan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) ndak berlaku dalam hal
a substans sengketn memerlukan penyelesaman secara konstitusional,
b tdak terdapat forum lan untuk menyelesatkan sengketa dimaksud, dan
¢ adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum

BAB VIl
RAPAT PERMUSY AWARATAN HAKIM
Pasal 20
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia
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(2). RPH dipimpn oleh Ketua Mahkamah, atau apabila Ketua berhalangan RPH
dipimpin oleh Wakil Ketua, atau apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, RPH
dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipihih dari dan oleh Hakim.

(i} RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau unfuk tujuan kunnya

Pasal 21

(1). RPH untuk pengambilan keputusan antara jan meliput pengambilan keputusan
mengenai mekanisme pemerksaan dan kelanjulan perkara, putusan sela, serta
putusan akhir

(2). RPH schagmmana dimaksud pada ayat (1) dihadin oleh sekurang-kurangmya 7
{tujuh) orang hakim

(3). Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat

(4). Dalam hal musyawarah untuk mufakal scbagaimana dimaksud pada avat (3) tdak
tercapal, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanvak. dan apabila
pengaminlan keputusan dengan suara terbanyak tidak {ercapa, suara terakhur ketua
sidang RPH menentukan

(5). Dalam hal RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat,
pendapat yang herbeda (dissenting opmmon) ataupun alasan yang berbeda
{(eoncuming opinion) dimuat dalam putusan

Pasal 22
(1) Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengena putusan akhir, setap Hakmm
wajih menyampaikan pendapat hukum secara tertulis
(2)  Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayst (1) merupakan bagian dan
berkas ash yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan
putusan

Pasal 23
(137 RPH untuk tujuan lmn sebagamana dimaksud Pasal 20 ayat (3) antara fan diskus
curah pendapat (bran storming) dan perancangan (draftng) putusan setelih
musymrwarnh
(2)  RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persyaratan kuorum

BAB VIl
PUTUSAN
Pasal 24
(1), Putusan akhir diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadur
oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim
(2).  Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dan dihadin
oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim
(3} Putusan bersifat final don mengikat

Pasal 25
(1) Putusan diambil berdasarkan ketentuan ULID 1945 menurut keyakinan Hakim
dengan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukt
(1) Putusan wajib memuat fakia yang terungkap dalam persidangan dan periimbangan
hukum yang menjadi dasar putusan

Pasal 26
Putusan harus memuat sekornng-kurangnya

n kepala putusan vang berbunyi “DEMI KEADLAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”
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identitas pemohon dan termohon;

ringkasan permohonon,

ringkasan keterangan dan/atau tanggapan termohon;

pertimbangan tethadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan,

amar putusan;,

pendapat berbeda atau alasan berbeda dan halam, dan,

han dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan halim, seria paniiera

Pasal 27
Amar putusan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dapat menyatakan:
apermohonan hdak dapat diternima;
b permohonan dikabulkan: atau
¢ permohonan ditolak
Permohonan tidak dapat ditermma (met ontvankelyk verklaard) apabila pemohon
dan/atay permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
seria Pasal 5 ayat (1) Peraluran i
Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan
Permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan.
Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas hahwa
pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan
dan/atau  termohon bdak mempunyai  kewenangan untuk  melaksanakan
kewenangan yang dipersengketakan

Pasal 28
Hakim yang turut serta dalam pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim dicantumkan namanya di dalam putusan
Dalam hal terdapat pendapat berbeda dan Hakim yang dimumt di dalam putusan,
sedangkan Halam yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pleno pengucapan
putusan, pendapat berbedi lersebut tdak dibacakan
Putusan ditandatangan oleh Ketua Mamelis dan Hakim Anggota yang hadir dalam
sidang pleno pengucapan putusan serta panitera yang mendamping:

Pasal 29
Dalam hal 151 amar putusan sebagmmana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3),
termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu pahng lambat
7 (tujuh) hart kena sejak putusan ditenma oleh termohon
Apabila putusan sebagmmana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) tidak dilaksanakan
oleh termohon sebagnimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan
termohon batal demi hukum

Pasal 30
Mahkamah wapb menginmkan sashnan putusan kepada pemohon, termohon, dan
pthak-pihak terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) han kena sejak
putusan dincapkan
Putusian Mahkamah disampakan kepada DPR, DPD, dan Presiden, serta lembaga
negara lun apabila dipandang perlu

Pasal 31

Putusan mempunyal kekoatan hukum tetap sejak selesan divcapkan dalun Sidang Pleno
yang terbuka untuk wmim
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
{1) Hal-hal yang belum ditur dalam peraturan 1m diputuskan dalam RPH
{2). Peraturan m berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di - Jakarta
Pada tanggal ; 18 Jul 2006
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Feetua,

PROF. DR JIMLY ASSHIDDIQIE, S H

. ]
& o 1INEKUPT PERFUSTAIAAN |

Siee | UNIVERSITAS JEMBER [



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

